BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Bagi korporasi yang tidak mampu membayar pidana denda yang dijatukan
terhadapnya, umumnya berbagai peraturan perundang-undangan seperti
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(UU TIPIKOR) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)
mengatur bahwa harta kekayaan korporasi akan disita dan dilelang untuk
membayar pidana denda korporasi tersebut. Namun, apabila harta kekayaan
korporasi tidak dapat mencukupi untuk membayar seluruh pidana dendanya,
untuk saat ini belum terdapat aturan lebih lanjut yang mengatur hal tersebut,
bahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi (PERMA 13/2016) yang ditujukan
sebagai pedoman untuk aparat penegak hukum dalam penanganan perkara
pidana yang dilakukan oleh korporasi juga belum mengatur. Tetapi, dalam
perkara pencucian uang, UU TPPU telah mengatur mengenai korporasi yang
tidak dapat membayar pidana denda dan harta kekayaannya telah habis (untuk
membayar pidana dendanya), yakni menjatuhi pidana kurungan pengganti
denda terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda
yang telah dibayar. Oleh karena itu, selain dalam perkara pencucian uang,
pertanggungjawaban korporasi yang tidak mampu membayar pidana denda
yang dijatuhkan terhadapnya sementara harta kekayaan korporasi telah habis,

maka tidak ada lagi yang dapat dilakukan terhadap pidana denda korporasi
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tersebut. Karena harta benda korporasi merupakan ‘nyawa’ dari korporasi itu
sendiri sehingga, apabila ‘nyawa’ dari korporasi tersebut telah ‘habis’ , maka
dapat dikatakan korporasi tersebut telah ‘mati’ dan tidak dapat lagi dipidana.
Tidak dapat dipidananya korporasi yang telah ‘mati’, serupa dengan hapusnya
pemidanaan terhadap orang perseorangan yang meninggal dunia. Namun,
terdapat pendapat yang menyatakan bahwa harta kekayaan korporasi yang akan
didapat atau dihasilkan di waktu yang akan datang dapat digunakan untuk

membayar pidana denda tersebut.

. Peraturan di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang
Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)
yang memungkinkan terjadinya pengalihan pidana denda dari korporasi kepada
personil pengendali korporasi (termasuk di dalamnya beneficiary owner) telah
melanggar atau tidak sesuai dengan salah satu asas di dalam hukum pidana,
yakni Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Pasal 9 UU TPPU mengatur apabila
korporasi tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan terhadapnya,
sementara harta kekayaan korporasi telah habis untuk membayar pidana denda
tersebut namun tetap belum mencukupi, maka Personil Pengendali Korporasi
dapat dijatuhi pidana kurungan pengganti denda dengan memperhitungkan
denda yang telah dibayar. Di dalam pasal tersebut, pihak korporasilah yang
melakukan  kesalahan  sehingga  dijatuhi  pidana denda, tetapi
pertanggungjawabannya dapat dialihkan kepada personil pengendali korporasi
yang belum terbukti melakukan atau memenuhi unsur kesalahan. Dengan tidak
diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu kesalahan pihak pengendali korporasi
terkait dengan perkara pidana korporasi yang pertanggungjawaban pidanya
akan dialihkan kepada personil pengendali korporasi tersebut, maka Pasal 9 UU
TPPU telah melanggar Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan.
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5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan oleh

penulis adalah sebagai berikut:

1.

Perlunya pengaturan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan
mengenai korporasi yang tidak mampu membayar pidana denda yang
dijatuhkan terhadapnya, sementara harta kekayaan korporasi telah habis.
Dikarenakan, untuk saat ini aturan lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut
hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diperuntukan untuk
perkara pencucian uang saja, sehingga bagi perkara pidana selain pencucian
uang dengan pelaku korporasi, belum memiliki peraturan yang menyelesaikan
permasalahan tersebut. Dengan dilakukan demikian, maka permasalahan
mengenai korporasi yang tidak dapat membayar pidana denda dapat teratasi dan
aparat penegak hukum dapat lebih baik lagi menangani perkara pidana yang

dilakukan oleh korporasi

Dengan dilanggarnya Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan oleh ketentuan di
dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang mengatur
mengenai pengalihan pertanggungjawaban pidana dari pelaku korporasi kepada
Personil Pengendali Korporasi, maka perlu ada perumusan kembali Pasal 9 UU
TPPU atau penambahan pasal di dalam UU TPPU yang mengatur mengenai
kesalahan personil pengendali korporasi. Peraturan tambahan tersebut perlu
mengatur mengenai keharusan pemeriksaan dan pembuktian kesalahan personil
pengendali korporasi terkait dengan perkara pidana korporasi yang
pertanggungjawaban pidanya akan dialihkan kepada personil pengendali

korporasi tersebut. Hal ini bertujuan agar peraturan mengenai pengalihan
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pertanggungjawaban pidana tersebut tidak melanggar Asas Tiada Pidana Tanpa

Kesalahan sebagai sebuah asas yang mutlak di dalam hukum pidana.
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